
 
 

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR PER.02/MEN/2011 
TENTANG 

JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN 
DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN 

PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) 
huruf f, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu mengatur jalur 
penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan 
dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia; 

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang 
Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan 
Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3260); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3647); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;  

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 
2010; 

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen 
Kelautan dan Perikanan; 

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat 
Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia; 

   
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG 
JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT 
PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI 
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Jalur penangkapan ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari 

WPP-NRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang 
menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang. 
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2. Alat penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan 
perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap 
ikan. 

3. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang 
digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. 

4. Tali ris atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk menggantungkan badan 
jaring. 

5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya 
disebut WPP-NRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan 
yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona 
tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. 

 
Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan jalur 
penangkapan ikan dan penempatan API dan ABPI di setiap WPP-NRI. 

 
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan 

pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab, optimal dan 
berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan 
berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan. 

 
BAB II 

JALUR PENANGKAPAN IKAN 
Pasal 3 

Jalur Penangkapan Ikan di WPP-NRI terdiri dari: 
a. Jalur penangkapan ikan I. 
b. Jalur penangkapan ikan II. 
c. Jalur penangkapan ikan III.  

Pasal 4 
(1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri 

dari: 
a. Jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) 

mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah. 
b. Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut 

sampai dengan 4 (empat) mil laut. 
 

(2) Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 
meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) 
mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.  
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(3) Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, 
meliputi ZEEI dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II. 

 
 

Pasal 5 

(1) Jalur penangkapan ikan di WPP-NRI ditetapkan berdasarkan karakteristik 
kedalaman perairan. 

(2) Karakteristik kedalaman perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 
a. Perairan dangkal (≤ 200 meter) yang terdiri dari: 

1. WPP-NRI 571, yang meliputi Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman; 
2. WPP-NRI 711, yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan 

Laut Cina Selatan; 
3. WPP-NRI 712, yang meliputi Perairan Laut Jawa; 
4. WPP-NRI 713, yang meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut 

Flores, dan Laut Bali; dan 
5. WPP-NRI 718, yang meliputi Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut 

Timor Bagian Timur. 
b. Perairan dalam (> 200 meter) yang terdiri dari: 

1. WPP-NRI 572, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Barat 
Sumatera dan Selat Sunda; 

2. WPP-NRI 573, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan 
Jawa sampai dengan sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut 
Timor Bagian Barat; 

3. WPP-NRI 714, yang meliputi Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; 
4. WPP-NRI 715, yang meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut 

Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau; 
5. WPP-NRI 716, yang meliputi Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara 

Pulau Halmahera; dan 
6. WPP-NRI 717, yang meliputi Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera 

Pasifik.  
 

BAB III 
ALAT PENANGKAPAN IKAN  

Pasal 6 

Alat penangkapan ikan di WPP-NRI menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) 
kelompok, yaitu: 
a. jaring lingkar (surrounding nets); 
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b. pukat tarik (seine nets); 
c. pukat hela (trawls); 
d. penggaruk (dredges); 
e. jaring angkat (lift nets); 
f. alat yang dijatuhkan (falling gears); 
g. jaring insang (gillnets and entangling nets); 
h. perangkap (traps); 
i. pancing (hooks and lines); dan 
j. alat penjepit dan melukai (grappling and wounding). 

 
Pasal 7 

(1) Alat penangkapan ikan jaring lingkar (surrounding nets) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari: 
a. jaring lingkar bertali kerut (with purse lines/purse seine); dan 
b. jaring lingkar tanpa tali kerut (without purse lines/Lampara). 

(2) Jaring lingkar bertali kerut (with purse lines/purse seine) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
a. pukat cincin dengan satu kapal (one boat operated purse seines); dan 
b. pukat cincin dengan dua kapal (two boats operated purse seines). 

(3) Pukat cincin dengan satu kapal (one boat operated purse seines) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari: 

a. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal; dan 
b. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal. 

(4) Pukat cincin dengan dua kapal (two boats operated purse seines) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari: 
a. pukat cincin grup pelagis kecil; dan 
b. pukat cincin grup pelagis besar. 

 
Pasal 8 

(1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets), sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf b, terdiri dari: 
a. pukat tarik pantai (beach seines); dan 
b. pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). 

(2) Pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari: 
a. dogol (dainess seines); 
b. scottish seines; 
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